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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya

dokumen Rencana Kerja (Renja) INSPEKTORAT Kabupaten Pandeglang Tahun

2014 telah selesai disusun.

Sebagai salah satu Satuan Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten

Pandeglang, Inspektorat menyusun Renja Tahun 2014 yang berpedoman

kepada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-

2016 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 serta Pedoman Penyusunan
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mencoba memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat

Kabupaten Pandeglang serta Kabupaten Pandeglang pada umumnya. Untuk itu

dengan tersusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini

diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

Kepada semua pihak kami menghaturkan terima kasih atas

kontribusinya dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten pandeglang
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Swt, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Pandeglang, 2013
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

A. Pengertian Umum Renja SKPD  Kabupaten Pandeglang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 merupakan Dokumen

Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun

dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Revisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pandeglang, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan pada Tahun 2014, baik yang dilaksanakan langsung

oleh Pemerintah Daerah (melalui SKPD) maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipsi masyarakat.

Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Pandeglang,

Inspektorat Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun

2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu

kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

serta berpedoman pada Renstra Inspektorat dan mengacu kepada

RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011–2016.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang

ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat

Kabupaten Pandeglang.

Inspektorat Kabupaten Pandeglang merupakan unsur

pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh

seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
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B. Proses Penyusunan Renja SKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD diawali dengan

penyusunan agenda kerja dan penyiapan data-data/informasi

perencanaan pembangunan daerah oleh Tim Penyusun Rencana Kerja

SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan awal SKPD.

Rancangan awal Rencana Kerja SKPD disusun dengan

mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), Renstra SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya, serta berdasarkan isu-isu penting yang

terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Rancangan

Awal Rencana Kerja SKPD ini dibahas dalam forum SKPD atau Forum

Gabungan SKPD yang mencakup :

 Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil

musrenbang kecamatan;

 Penajaman indikator dan target kinerja, program dan kegiatan

sesuai tugas dan fungsi SKPD;

 Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka

sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan

 Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas

berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai

dengan rancangan awal RKAP yang disampaikan oleh Bappeda.

Hasil kesepekatan dalam pembahasan forum SKPD atau forum

gabungan SKPD tersebut dirumuskan ke dalam Berita Acara

Kesepakatan Hasil Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD dan dijadikan

sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja SKPD.

Rancangan rencana kerja SKPD disusun oleh masing-masing

SKPD dan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, yang

dimaksudkan untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indicator

kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan rencana kerja SKPD

sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Rancangan rencana kerja SKPD yang telah diverifikasi tersebut

kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan rancangan akhir

rencana kerja SKPD yang kemudian ditetapkan dan disahkan sebagai

Rencana Kerja SKPD oleh Bupati.



Renja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2014

Inspektorat Kab. Pandeglang 2013 3

C. Kaitan Renja SKPD dengan Proses Penyusunan RAPBD

Rencana Kerja SKPD yang telah disahkan oleh Bupati

merupakan  bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana prioritas kegiatannya sudah

dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD

Provinsi, APBN maupun sumber pendapatan lainnya.

Melalui Rapat Koordinasi Bidang (Pra Musrenbang RKPD)

dilakukan pembahasan terhadap keseluruhan Rencana Kerja SKPD

yang kemudian dikoordinasikan dalam upaya penyusunan Rancangan

RKPD. Rancangan RKPD yang telah disahkan menjadi RKPD

merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara sebagai tahap dalam penyusunan RAPBD dan juga sebagai

pedoman bagi SKPD untuk menyusun RKA-SKPD.

D. Kaitan Renja SKPD dengan Tupoksi Masing-Masing SKPD

Sebagaimana kita ketahui Bahwa setiap SKPD melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sesuai  dengan kewenangan dan urusan

masing masing dari SKPD tersebut, sehingga dalam penyusunan

renja SKPD pun disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari

setiap SKPD. Proses perencanaan tahunan SKPD diawali dengan

menyusun rancangan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, serta mempertimbangkan kebijakan dan program yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga lainnya. Hal ini

dimaksudkan agar sasaran dan tujuan serta alokasi

anggaran/kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah dapat bersinergi dalam pencapaiannya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja SKPD Inspektorat

kabupaten Pandeglang Tahun 2013 adalah :

 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah



Renja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2014

Inspektorat Kab. Pandeglang 2013 4

 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

 Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817).

 Surat Edaran bersama antara Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas dan Mendagri RI nomor

0008/M.PPN/01/ 2007, 050/264 A /SJ tgl 12 Januari 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang

 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Pandeglang

 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8).

 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun

2011-2031



Renja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2014

Inspektorat Kab. Pandeglang 2013 5

 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.

 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah

untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan

tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014

sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas

dan fungsi serta isu permasalahan penting yang terkait dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang perlu segera ditangani.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten

Pandeglang Tahun 2014 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Renja SKPD, latar belakang penyusunan, landasan hukum,

maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD dan sistematika

penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2012

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2012) dan

perkiraan pencapaian tahun berjalan (tahun 2013) serta isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan

dan sasaran Renja SKPD serta program dan kegiatan SKPD

Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

BAB IV PENUTUP

Berisikan catatan-catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

rencana tindak lanjut.
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BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

TAHUN 2012

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2012 DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD

A. Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun 2012

Untuk Tahun Anggaran 2012, Inspektorat Kabupaten

Pandeglang memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.903507.200,-

untuk membiayai 35 Kegiatan. Anggaran tersebut terealisasi sebesar

Rp. 1.798.948.882,- atau sekitar 94,51%.

No Program dan kegiatan

Rencana dan Realisasi Anggaran

Tahun 2012

Rencana

(Rp)

Realisasi

(Rp)
%

1. Program Pelayanan

administrsi

perkantoran

419.851.200,- 415.880.432,- 99,05%

1.1 Penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya

air, listrik

27.000.000,- 26.697.182,- 98,88%

1.2 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

27.780.000,- 27.226.000,- 98,00%

1.3 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

8.400.000,- 8.400.000.- 100,00%

1.4 Penyediaan barang

cetakan & penggandaan

24.629.600,- 24.629.600,- 100,00%

1.5 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

5.000.000,- 5.000.000,- 100,00%

1.6 Penyediaan peralatan &

Perlengkapan Kantor

84.509.000,- 83.576.000,- 98,90%

1.7 Penyediaan peralatan

rumah tangga

5.007.000,- 4.994.500,- 99,75%
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1.8 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perudang-

undangan

3.000.000,- 3.000.000,- 100,00%

1.9 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

14.897.500,- 14.897.500,- 100,00%

1.10 Penyediaan Makanan dan

Minuman

32.335.000,- 32.335.000,- 100,00%

1.11 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

65.153.000,- 65.153.000,- 100,00%

1.12 Penyediaan jasa

keamanan kantor

9.600.000,- 9.600.000,- 100,00%

1.13 Peningkatan Keleng-

kapan Administrasi

Ketatausahaan Kepe-

gawaian dan Kearsipan

87.459.500,- 87.459.500,- 100,00%

1.14 Honorarium Tenaga Kerja

Kontrak

22.039.000,- 12.705.000,- 100,00%

2. Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

112.000.000,- 112.000.000,- 100,00%

2.1 Pemeliharaan rutin /

berkala Gedung Kantor

5.000.000,- 5.000.000,- 100,00%

2.2 Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/operasional

59.000.000,- 59.000.000,- 100,00%

2.3 Pemeliharaan rutin/

berkala peralatan Kantor

8.000.000,- 8.000.000,- 100,00%

2.4 Sewa Gedung Kantor 40.000.000,- 40.000.000,- 100,00%

3. Program Peningkat-an

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

24.880.000,- 24.880.000,- 100,00%

3.1 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

7.200.000,- 7.200.000,- 100,00%

3.2 Penyusunan Laporan &

Rekonsiliasi Keuangan

8.840.000,- 8.840.000,- 100,00%

3.3 Pengelolaan Aset SKPD 8.840.000,- 8.840.000,- 100,00%



Renja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2014

Inspektorat Kab. Pandeglang 2013 8

4. Program Peningkat-an

Pengembangan

Dokumen Perenca-

naan, Pelaporan dan

Evaluasi

25.525.000,- 25.525.000,- 100.00%

4.1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan SKPD

14.730.000,- 14.730.000,- 100,00%

4.2 Penyusunan Dokumen

Pelaporan dan Evaluasi

SKPD

10.795.000,- 10.795.000,- 100,00%

5. Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan pengen-

dalian pelaksanaan

kebijakan KDH

1.141.741.000,- 1.131.153.450,- 99,07%

5.1 Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

471.500.000,- 464701.075,- 98,56%

5.2 Penanganan kasus

pengaduan di lingkungan

Pemerintah Daerah

60.325.000,- 60.325.000,,- 100,00%

5.3 Tindak lanjut temuan

hasil pengawasan

364.842.600,- 364.282.500,- 99,85%

5.4 Koordinasi Pengawasan

Yang Lebih Komprehensif

53.060.000,- 52.684.000,- 99,29%

5.5 Evaluasi Berkala Temuan

Hasil Pengawasan

20.632.500,- 20.631.375,- 99,99%

5.6 Reviu Laporan Keuangan

PEMDA/SKPD

121.432.000,- 118.826.000,- 97,85%

5.7 Evaluasi LAKIP Kabupaten 32.234.000,- 31.988.500,- 99.24%

5.8 Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi

17.715.000,- 17.715.000,- 100,00%

6. Program peningkatan

profesionalisme tenaga

pemeriksa dan

aparatur Pengawasan

29.510.000,- 293510.000,- 100,00%

7.1 Pelatihan pengem-bangan

tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

29.510.000,- 29.510.000,- 100,00%
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7. Program Penataan dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

150.000.000,- 60.000.000,- 40,00%

7.1 Penyusunan Sistem dan

Prosedur Pelaksanaan

Tindaklanjut Hasil

Pengawasan APIP

45.000.000 - 0

7.2 Penyusunan Pedoman

Audit Pengawasan APIP

45.000.000 - 0

7.3 Penyusunan Sistem dan

Prosedur Pelaksanaan

Reviu Laporan Keuangan

Daerah

60.000.000,- 60.000.000,- 100.00%

Jumlah 1.903.507.200,- 1.798.984.882,- 94,51%

B. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja

Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan

Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Pedoman Audit Pengawasan APIP  karena terkait akan

keterbatasan waktu yang tidak memadai sehingga kegiatan tersebut

dikhawatirkan tidak dapat terseleseikan dalam tahun anggaran

berjalan.

C. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target

kinerja program/kegiatan yaitu :

1) Adanya keterbatasan waktu dan Kurangnya jumlah aparat

pengawasan (Inspektorat Kabupaten Pandeglang hanya terdiri

dari 3 Irban dan hanya memiliki 2 orang Auditor) sehingga tidak

seluruh objek pemeriksaan dapat diperiksa

2) Adanya perubahan atas Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga
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timbul ketidakpastian tentang prosedur penanganan kasus yang

berkaitan dengan disiplin PNS.

3) Masih kurangnya pemahaman obrik terhadap pentingnya

penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan

4) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat belum

sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan

dalam mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas

diantaranya laptop, computer dll.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun

2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat

Kabupaten Pandeglang, Inspektorat Kabupaten Pandeglang mempunyai

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Kedudukan

1) Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur

2) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat

pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

kabupaten di bidang pembangunan, pemerintahan dan

kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan

kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
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C. Fungsi

Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan

tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) penyusunan perencanaan bidang pengawasan;

2) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

3) penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus

pengaduan;

4) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian

tugas pengawasan;

5) pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan

pengawasan;

6) Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan instansi lain;

7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya

D. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

meliputi :

1) Administrasi Umum Pemerintahan

2) Urusan Pemerintahan

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

dilakukan terhadap :

1) Pengawasan Teknis Pelaksanaan Kegiatan

2) Kelembagaan

3) Pegawai Daerah

4) Keuangan Daerah

5) Barang Daerah

Pengawasan atas urusan pemerintahan dilakukan terhadap :

1) Urusan Wajib;

2) Urusan Pilihan;

3) Dana Dekonsentrasi;

4) Tugas Pembantuan;

5) Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.
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E. Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat meliputi :

1) Pemeriksaan Berkala dan Komprehensif terhadap kelembagaan,

Pegawai Daerah, Keuangan Daerah, Barang Daerah, Urusan

Pemerintahan;

2) Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari

Unit Kerja atau Satuan Kerja;

3) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi

terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;

4) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan

program dan kegiatan;

5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di

daerah dan pemerintahan desa.

F. Jenis-Jenis Pemeriksaan

Jenis-jenis pemeriksaan meliputi :

1) Pemeriksaan Reguler;

2) Penanganan Kasus Pengaduan;

3) Pemeriksaan Khusus Pelayanan Masyarakat;

4) Pemeriksaan Tematik;

5) Audit Kinerja;

6) Desk Audit;

7) Pemeriksaan Akhir Jabatan;

8) Pengawasan Represif;

9) Pemeriksaan Perhitungan Anggaran;

10) Pemantauan Tindak Lanjut;

11) Pengawasan Terpadu;

12) Inspeksi Mendadak;

13) Post Audit.

G. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Pandeglang

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai

berikut :

1. Pemahaman aparatur pengawasan tentang kode etik dan standar

audit/pengawasan masih kurang
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2. Kerja sama tim belum optimal

3. Jumlah Pegawai dan Tingkat SDM Aparatur kurang memadai

4. Dukungan sarana dan prasarana kerja belum memadai

5. Respon dari Instansi lain terhadap hasil-hasil pengawasan

Inspektorat masih kurang

6. Adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya aparat

pengawasan  sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak

optimal (pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang hanya terdiri

dari 3 Irban).

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan tugas

Inspektorat Kabupaten Pandeglang, dapat diuraikan faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas Inspektorat

Kabupaten Pandeglang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi

dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut :

1) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas

a. Sarana prasarana operasional kurang memadai

b. Kerjasama tim belum optimal

c. Jumlah aparatur pengawasan masih kurang

d. Belum meratanya produktivitas kerja aparat pengawas

e. Kurangnya pemahaman obrik terhadap pentingnya

penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan

f. Adanya keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas

SDM aparat pengawasan

g. Adanya mutasi terhadap aparat pengawasan yang telah

memiliki sertifikat JFA

h. Belum optimalnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

2) Faktor-faktor pendorong terhadap pelaksanaan tugas

a. Peningkatan sarana dan prasarana operasional yang lebih

memadai

b. Penambahan Jumlah aparat pengawasan (Penambahan Irban)

c. Peningkatan sistematika kerja pemeriksaan

d. Peningkatan pemahaman obrik terkait pentingnya

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

e. Penambahan anggaran dalam rangka peningkatan SDM

aparatur pengawasan (JFA dan JFPP)
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f. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

sesuai dengan pedoman tata cara pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaru

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

 Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah tergantung pada kualitas pengawasan dan

pembinaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai pengawas

internal pemerintah.

 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk kecamatan dan

kelurahan, merupakan objek-objek pengawasan yang harus

diperiksa/diawasi pelaksanaannya secara terus menerus setiap

tahun, guna meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dalam

rangka menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).

 Objek-objek pemeriksaan/pengawasan diantaranya adalah

pelaksanaan tupoksi, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset,

pengaduan masyarakat dan pengelolaan administrasi PAD.

 Selain tugas pengawasan, Inspektorat juga melaksanakan tugas

evaluasi terhadap Laporan Keuangan Daerah dan Evaluasi terhadap

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kabupaten.

 Sistem dan Prosedur pengawasan dibutuhkan sebagai dasar

pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan.

 Guna mengimbangi tuntutan tugas-tugas pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten

Pandeglang, maka disiplin, integritas moral serta profesionalisme

aparatur pemerintah perlu lebih ditingkatkan secara terencana dan

berkesinambungan
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BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Prioritas Pembangunan Nasional

Yang menjadi prioritas pembangunan nasional adalah sebagai

berikut :

1) Menciptakan Indonesia yang aman dan damai

2) Menciptakan Indonesia yang adil dan demokrasi

3) Meningkatkan kesejahtraan rakyat

B. Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten

Prioritas pembangunan provinsi banten adalah sebagaimana

yang tertuang dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi

Banten yang mana telah ditetapkan 9 (Sembilan) prioritas daerah

sebagai berikut :

1) Penataan system kepemerintahan yang baik (good governance),

pemerintahan yang bersih (clean government) serta peningkatan

aparatur pemerintahan daerah.

2) Pemeliharaan dan peningkatan pertahanan keamanan,

ketertiban, pemantapan system politik dan penegakan supremasi

hukum.

3) Peningkatan kualitas SDM, kemandirian masyarakat, dan

permasyarakatan IPTEK.

4) Penggalangan persatuan, partisipasi dan kemitraan sinergis.

5) Percepatan pemulihan krisis dan pembangunan ekonomi.

6) Peningkatan sarana dan prasarana dasar.

7) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, tata ruang, dan

lingkungan hidup.

8) Pemeliharaan dan pengembangan budaya dan kehidupan

agamis.

9) Penguatan jaringan kerjasama dan promosi.
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C. Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional maupun

prioritas pembangunan Provinsi Banten serta berdasarkan beberapa

isu strategis dan permasalahan mendasar pembangunan di

Kabupaten Pandeglang sebagaimana yang telah diuraikan maka

prioritas pembangunan Kabupaten Pandeglang adalah :

1) Penanganan kemiskinan yang diprioritaskan pada kantong-

kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan

masyarakat.

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pendidikan.

3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

4) Meningkatkan kualitas dan pengawasan pembangunan

infrastruktur daerah teutama yang menghubungkan sentra-

sentra produksi pertanian dan agribisnis serta daerah tertinggal

dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat kearah

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

5) Mewujudkan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi sumber daya

alam dalam rangka stabilitas perekonomian daerah.

6) Mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam dan Konservasi

Lingkungan Hidup berdasarkan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten dan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat.

7) Mewujudkan Good Governance melalui penciptaan tata

pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif dan

bertanggung jawab dengan mengedepankan kaidah-kaidah

transparansi dan akuntabilitas.

8) Pengembangan program ketahanan pangan yang didukung

usaha konservasi, rehabilitasi, diversifikasi dan pemanfaatan

serta pengelolaan sumber daya pertanian, peternakan,

perikanan, kelautan, kehutanan dan perkebunan yang berbasis

pemberdayaan masyarakat.

9) Intensifikasi, eksplorasi dan eksploitasi potensi-potensi sumber

daya alamyang dapat mendongkrak terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD).
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3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat

Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah untuk memberikan arah dan

pedoman perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat Kabupaten

Pandeglang tahun anggaran 2014 sesuai prioritas secara terarah dan

terpadu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten

Pandeglang serta isu permasalahan yang perlu ditangani.

Sedangkan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Pandeglang

Tahun 2014 adalah tersusunnya rencana kegiatan Inspektorat

Kabupaten Pandeglang tahun 2014 yang terurai secara tepat dan

terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana

dana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

3.3. Program dan Kegiatan

A. Visi dan Misi Inspektorat

Visi Inspektorat Kabupaten Pandeglang yaitu :

“ Peningkatan Pengawasan Yang Profesional Menuju

Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Pada Tahun 2016 “

Adapun Misi Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah :

 Terwujudnya peningkatan pemeriksaan yang profesional sesuai

dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak

yang berkepentingan (stake holder).

 Mendorong terwujudnya peningkatan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi instansi lain serta dipatuhinya peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang berlaku, sehingga terwujudnya

akuntabilitas Unit Kerja serta bersih dari praktek korupsi, kolusi

dan nepotisme.

Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta

dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di

atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut :

1) Mendorong akuntabilitas dan mencegah praktek korupsi, kolusi

dan nepotisme Instansi Pemerintah;

2) Peningkatan pelayanan masyarakat;
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3) Peningkatan profesionalisme dan optimalisasi kinerja Aparat

Pengawasan.

Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :

1) Pengawasan pada aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta kedisiplinan Aparat Pemerintah;

2) Penanganan dan pemanfaatan lebih jauh terhadap hasil-hasil

kegiatan pengawasan ;

3) Penanganan terhadap pengaduan maupun hambatan yang

terkait dengan Aparat Pemerintah, tupoksi serta pelaksanaan

pembangunan.

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia ;

B. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan

tertentu. Adapun kebijakan yang disusun juga merupakan pegangan

bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah atau anggota organisasi

dan masyarakat agar tercapai kelancaran serta keterpaduan dalam

upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

suatu organisasi pemerintah.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat

Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas kegiatan dan hasil-hasil pengawasan.

2) Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawasan.

C. Program dan Kegiatan

Program kerja operasional merupakan proses penentuan

jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan suatu rencana.

Program operasional juga merupakan penjabaran rinci tentang

langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan

dimana penjabaran program operasional yang disusun dan

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah sebagai

berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran

 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
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 Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran

 Kegiatan Pembayaran Honorarium TKK

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

 Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

 Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD

5) Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,

Pelaporan dan Evaluasi

 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

 Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

6) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;

 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

Daerah;

 Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan ;

 Koordinasi Pengawasan ;

 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan APIP;

 Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan;

 Reviu Laporan Keuangan SKPD;

 Evaluasi LAKIP Kabupaten (Pelaksanaan Inpres No. 5 tahun

2010);

 Pengelolaan Tindak Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugi ( TP-TGR);

 Pendampingan BPK;

 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

7) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan

Aparatur Pengawasan

 Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan.
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8) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

Penyebaran lokasi pelaksanaan kegiatan dan pagu indikatif

Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja ini dapat

dilihat pada tabel (terlampir).
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BAB IV

P E N U T U P

4.1. URAIAN ISU DAN PERMASALAHAN YANG MENDESAK YANG

HARUS DITANGANI

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 terdapat

beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

 Pelaksanaan kegiatan internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler)

tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan yaitu lingkup Dinas,

Badan, Bagian, Kantor, dan lembaga lainnya sebanyak 36 SKPD

untuk Tahun 2012 hanya terperiksa 20 SKPD dan Lingkup kecamatan

sebanyak 35 kecamatan, hanya terperiksa sebanyak 27 kecamatan

dimana dalam satu kecamatan terdiri dari beberapa obrik yaitu

Kecamatan, UPT Puskesmas, Upt Disdik, UPT Disduk dan lingkup

sekolah. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan

waktu serta Kurangnya jumlah aparat pengawasan (Inspektorat

Kabupaten Pandeglang hanya terdiri dari 3 Irban dan 2 orang

Auditor).

 Pelaksanaan kegiatan penanganan kasus yang masuk dilaksanakan

secara keseluruhan. Pada tahun 2012 Kasus yang ditangani sebanyak

15 Kasus. Hal ini disebabkan adanya perubahan atas Peraturan

Disiplin PNS yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010, sehingga timbul

ketidakpastian tentang prosedur penanganan kasus yang berkaitan

dengan disiplin PNS.

 Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana namun belum semua obrik

menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Inspektorat maupun

pemeriksa eksternal disebabkan masih kurangnya pemahaman obrik

terhadap pentingnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil

pemeriksaan.
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 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat belum

sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik

itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun

sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas

(laptop, computer dll).

4.2. URAIAN JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN

Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh

Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2014 adalah sebanyak

8 Program, yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan

Evaluasi

6. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

7. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur

Pengawasan

8. Orogram Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Adapun rencana kegiatan Inspektorat Kabupaten Pandeglang

tahun 2013 adalah sebanyak 29 kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

3. Kegiatan Layanan Adminitrasi Perkantoran

4. Kegiatan Pembayaran Honorarium TKK

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

7. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

8. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

9. Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD
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10. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

11. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

12. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala ( Reguler)

13. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

14. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan

15. Koordinasi Pengawasan

16. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

17. Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan

18. Reviu Laporan Keuangan SKPD

19. Evaluasi LAKIP Kabupaten

20. Kegiatan Pengelolaan Tindak Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)

21. Kegiatan Pendampingan BPK

22. Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

23. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur

pengawasan

24. Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

Pandeglang, 2013

INSPEKTUR
INSPEKTORAT KAB. PANDEGLANG

Drs. H. KURNIA SM, SE.Ak, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP.  195712121979031010



LAMPIRAN



PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2014
(RENJA AKHIR)

Nama SKPD : Inspektorat

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. WAJIB 2,660,215,000
1.00 NON URUSAN 825,433,600
1.001.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
Terpenuhinya Pelayanan
Adininstrasi Perkantoran

100%
533,723,100

1.001.20.09.01.07 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuar
Daerah 85,792,500

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Tahun

35,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan

Kode Catatan Penting
Rencana Tahun 2014

Lokasi
Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015
Target Capain

Kinerja
Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif
Target Capain

Kinerja

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Tahun

35,000,000
Jumlah Perjalanan Dinas Luar
Daerah

Kab. Pandeglang,
Luar Kab. Pandeglang
dan Luar Provinsi
Banten

1 Tahun

50,792,500
1.001.20.09.01.12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 308,575,600
Jumlah Alat Tulis Kantor Kab. Pandeglang 47 Item 55,937,450
Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Kab. Pandeglang

5 Item
2,250,000

Jumlah Materai Kab. Pandeglang 176 Buah 756,000
Jumlah Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih

Kab. Pandeglang
17 Item

3,020,000
Jumlah Pengisian Tabung Gas Kab. Pandeglang 11 Tabung 1,320,000
Jumlah Spanduk Kab. Pandeglang 2 item 1,950,000
Jumlah Belanja Kemsan, dus dan
sejenisnya Kab. Pandeglang

2 item
6,950,000

Jumlah Belanja Alat-alat Kantor
dan Rumah Tangga Kab. Pandeglang

13 Item
47,685,000

Jumlah Belanja Alat-alat Kantor
dan Rumah Tangga Kab. Pandeglang

13 Item
47,685,000

Jumlah Belanja Cetak Kab. Pandeglang 4 Item 10,228,750
Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 38056 Lembar 5,708,400
Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 100 Dok 2,500,000
Jumlah Belanja Modal
Pengadaan Kab. Pandeglang

13 item
170,270,000

1.001.20.09.01.24 Layanan Administrasi Kantor 110,950,000

Jumlah Honorarium Upah Kerja
Kab. Pandeglang

2 orang
4,800,000

Jumlah Honorarium Penjaga
Keamanan Kantor

Inspektorat Kab.
Pandeglang

3 orang
10,800,000



Jumlah Belanja Surat Khabar Kab. Pandeglang 12 Bulan 3,000,000
Jumlah Belanja Publikasi dan
Dokumentasi

Kab. Pandeglang
1 Tahun

5,000,000
Jumlah Belanja Rek. Telefon Kab. Pandeglang 12 Bulan 15,600,000
Jumlah Belanja Rek. Air Kab. Pandeglang 12 Bulan 7,200,000
Jumlah Belanja Rek. Listrik Kab. Pandeglang 12 Bulan 15,600,000
Jumlah Belanja Pengangkutan
sampah

Kab. Pandeglang
12 Bulan

1,200,000

Jumlah Belanja Jasa Pihak Ketiga
Kab. Pandeglang

1 Keg
3,000,000

Jumlah Belanja Mamin Rapat Kab. Pandeglang 1600 Dus 34,750,000
Jumlah Belanja Mamin Tamu Kab. Pandeglang 12 bulan 10,000,000

1.001.20.09.01.31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja
Kontrak (TKK) 28,405,000

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak Kab. Pandeglang 6 orang 28,405,000
1.001.20.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Aparatur Yang
Menunjang Kelancaran
Pelaksanaan Tugas Pegawai

100%

124,745,500

1.001.20.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Aparatur Yang
Menunjang Kelancaran
Pelaksanaan Tugas Pegawai

100%

124,745,500
1.001.20.09.02.16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor 25,745,500
Jumlah Pemeliharaan Peralatan
Kantor

Kab. Pandeglang
3 item

19,087,500
Jumlah Pemeliharaan Bangunan
Gedung Kantor

Kab. Pandeglang
9 item

6,658,000
1.001.20.09.02.18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 99,000,000
Jumlah Belanja Jasa Servis ( Roda
4 )

Kab. Pandeglang
5 Unit

12,500,000
Jumlah Belanja Penggantian Suku
Cadang (ban Mobil)

Kab. Pandeglang
20 Buah

13,000,000
Jumlah Belanja Bahan
Bakar/Gas/dan Pelumas
(Pertamax)

Kab. Pandeglang
7000 Liter 73,500,000

1.001.20.09.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur Yang
Refresentatif

100%
73,255,000

1.001.20.09.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur Yang
Refresentatif

100%
73,255,000

1.001.20.09.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
73,255,000

Jumlah Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu (Batik,
Olahraga dan Pakaian Petugas
Lapangan

Kab. Pandeglang

3 item

73,255,000
1.001.20.09.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Laporan
Keuangan SKPD

100%
68,115,000



1.001.20.09.06.06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi
Keuangan 55,360,000

Jumlah Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Inspektorat Kab.
Pandeglang

3 Dok
47,400,000

Jumlah Honorarium/Insentif
Pegawai PNS

Inspektorat Kab.
Pandeglang

1 Dok 6,500,000

Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 9000 lembar 1,350,000
Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 22 Dok 110,000

1.001.20.09.06.07 Pengelolaa Aset SKPD 12,755,000
Jumlah Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Inspektorat Kab.
Pandeglang

4 Dok
11,760,000

Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 6300 lembar 945,000
Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 10 Dok 50,000

1.001.20.09.08 Program Peningkatan Pengembangan
Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan
Evaluasi

Terlaksananya Laporan
Keuangan SKPD

90%
25,595,000

1.001.20.09.08.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
16,850,000

1.001.20.09.08.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
16,850,000

Jumlah Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Inspektorat Kab.
Pandeglang

7 Dok
13,850,000

Jumlah Penggandaan Kab. Pandeglang 15 Dok 750,000
Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 10000 lembar 1,500,000
Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 30 Dok 750,000

1.001.20.09.08.02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi
SKPD 8,745,000

Jumlah Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Inspektorat Kab.
Pandeglang

4 Dok
8,000,000

Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 2300 lembar 345,000
Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 20 Dok 400,000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah,Kepegawaian dan Persandian 1,834,781,400

1.001.20.09.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Meningkatnya Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan KDH

68%
1,657,181,400

1.001.20.09.20.01 Pelaksanaan Pengawasasn Internal Secara
Berkala 566,320,000

1.001.20.09.20.01 Pelaksanaan Pengawasasn Internal Secara
Berkala 566,320,000

Jumlah Pengelola Kegiatan Inspektorat Kab.
Pandeglang

9 OB
28,980,000

Jumlah Honorarium Operasional
Petugas Lapangan(Pengawas
Fungsional)

Kab. Pandeglang

24 Dok LHP

450,600,000
Jumlah Honorarium Penyusun
LHP

Kab. Pandeglang
24 OK

7,200,000
Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 30000 lembar 4,500,000



Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 144 Dok 5,040,000
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Tahun

70,000,000
1.001.20.09.20.02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah 93,440,000
Jumlah Pengelola Kegiatan Inspektorat Kab.

Pandeglang
9 OB

20,790,000
Jumlah Honorarium/Insentif
Pegawai PNS

Kab. Pandeglang
9 Keg

66,600,000
Jumlah Penggandaan Kab. Pandeglang 27 Buku 540,000
Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 3400 lembar 510,000
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Tahun

5,000,000
1.001.20.09.20.06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 91,357,500

Jumlah Pengelola Kegiatan Inspektorat Kab.
Pandeglang

4 Ob
6,820,000

Jumlah Honorarium Panitia Pel.
Kegiatan

Kab. Pandeglang
4 Keg

11,000,000
Jumlah Honorarium Panitia Pel.
Kegiatan

Kab. Pandeglang
4 Keg

11,000,000
Jumlah Honorarium/Insentif
Pegawai PNS

Kab. Pandeglang
3 Keg

37,400,000
Jumlah Honorarium/Insentif
Pegawai Non PNS

Kab. Pandeglang
3 Keg

2,800,000
Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 9250 lembar 1,387,500
Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 20 Dok 400,000
Jumlah Belanja Makan dan
Minum Kegiatan Kab. Pandeglang

630 Dus
11,550,000

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Tahun

5,000,000
Jumlah Perjalanan Dinas Luar
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Tahun

15,000,000
1.001.20.09.20.07 Koordinasi Pengawasan 108,494,900

Jumlah Pengelola Kegiatan Inspektorat Kab.
Pandeglang

3 Ob
9,160,000

Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 15000 lembar 2,250,000
Jumlah Perjalanan Dinas Luar
Daerah

Kab. Pandeglang
4 Keg

97,084,900
Jumlah Perjalanan Dinas Luar
Daerah

Kab. Pandeglang
4 Keg

97,084,900
1.001.20.09.20.08 Evaluasi Berkala Hasil Temuan APIP 169,480,000

Jumlah Pengelola Kegiatan Inspektorat Kab.
Pandeglang

4 OB
11,980,000

Jumlah Honorarium/Insentif
Pegawai PNS

Inspektorat Kab.
Pandeglang

3 Keg
33,400,000

Jumlah Honorarium/Insentif
Pegawai Non PNS

Inspektorat Kab.
Pandeglang

3 Keg
7,200,000

Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 8600 lembar 1,290,000
Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 16 Dok 320,000



Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Tahun

20,000,000
Jumlah Perjalanan Dinas Luar
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Tahun

95,290,000
1.001.20.09.20.11 Evaluasi LAKIP Kabupaten 45,770,000

Jumlah Pengelola Kegiatan Inspektorat Kab.
Pandeglang

3 OB
8,070,000

Jumlah Honorarium Operasional
Petugas Lapangan

Inspektorat Kab.
Pandeglang 3 Keg

22,950,000
Jumlah Penggandaan Kab. Pandeglang 5 Buku 250,000
Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 30000 lembar 4,500,000
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Tahun

10,000,000
1.001.20.09.20.09 Pemeriksaan Akhir Kegiatan 152,952,000

Jumlah Pengelola Kegiatan Inspektorat Kab.
Pandeglang

1 Ob
2,707,000

Jumlah Pengelola Kegiatan Inspektorat Kab.
Pandeglang

1 Ob
2,707,000

Jumlah Honorarium/Insentif
Pegawai PNS

Inspektorat Kab.
Pandeglang

7 OK
2,100,000

Jumlah Honorarium/Insentif
Operasional Petugas Lapangan

Inspektorat Kab.
Pandeglang 70  Keg

66,150,000
Jumlah Uang Lembur Kab. Pandeglang 270 Jam 4,620,000
Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 20000 Lembar 3,000,000
Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 35 Dok 1,225,000
Jumlah Belanja Mamin Rapat Kab. Pandeglang 180 Dus 4,050,000
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Kab. Pandeglang
70 Lokasi

69,100,000
1.001.20.09.20.10 Reviu Laporan Keuangan PEMDA/SKPD 151,682,000

Jumlah Pengelola Kegiatan Inspektorat Kab.
Pandeglang

3 OB
6,450,000

Jumlah Honorarium/Insentif
Operasional Petugas Lapangan

Inspektorat Kab.
Pandeglang 4 Keg

126,600,000
Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 17800 2,670,000
Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 15 Dok 525,000Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 15 Dok 525,000
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Keg

11,437,000
Jumlah Perjalanan Dinas Lauar
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Keg

4,000,000
1.001.20.09.20.16 Pengelolaan Tindak Tuntutan Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
109,215,000

Jumlah Pengelola Kegiatan Inspektorat Kab.
Pandeglang

4 OB
10,700,000



Jumlah Honorarium/Insentif
Pegawai PNS

Inspektorat Kab.
Pandeglang

4 OK
70,900,000

Jumlah Uang Lembur dan Makan
Lembur Kab. Pandeglang

510 Jam
18,750,000

Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 15000 lembar 2,250,000
Jumlah Belanja Makan dan
Minum Rapat

Kab. Pandeglang
294 Dus

6,615,000
1.001.20.09.20.XX Pendampingan BPK-RI 68,470,000

Jumlah Pengelola Kegiatan Inspektorat Kab.
Pandeglang

2 Ob
5,700,000

Jumlah Honorarium/Insentif
Operasional Petugas Lapangan

Inspektorat Kab.
Pandeglang 2 Keg

44,400,000
Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 17800 Lembar 2,670,000
Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 20 Dok 700,000
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Keg

15,000,000
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Keg

15,000,000
1.001.20.09.20.XX Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

100,000,000
Jumlah Pengelola Kegiatan Inspektorat Kab.

Pandeglang
4 OB

11,800,000
Jumlah Honorarium/Insentif
Suporting Tim PNS

Inspektorat Kab.
Pandeglang

5 Keg
41,900,000

Jumlah Honorarium/Insentif Non
PNS

Inspektorat Kab.
Pandeglang

5 Keg
5,400,000

Jumlah Honorarium
Widyaswara/Narasumber

Inspektorat Kab.
Pandeglang

8 orang
10,100,000

Jumlah Honorarium Moderator
Inspektorat Kab.
Pandeglang

2 orang
500,000

Jumlah Ftocopy Kab. Pandeglang 6000 lembar 900,000
Jumlah Penjilidan Kab. Pandeglang 25 Dok 500,000
Jumlah Belanja Makan dan Minum KegiatanKab. Pandeglang 630 Dus 11,550,000
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Tahun

5,350,000
Jumlah Perjalanan Dinas Luar
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Tahun

12,000,000
Jumlah Perjalanan Dinas Luar
Daerah

Kab. Pandeglang
1 Tahun

12,000,000
1.001.20.09.21 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Meningkatnya Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan

100%

163,100,000
1.001.20.09.21.01 Program Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
163,100,000

Belanja Kursus-kursus Singkat,
Pelatihan, Sosialisasi, Seminar,
Workshop dan Bimbingan
Tekhnis

Luar Kab. Pandeglang

7 Jenis Diklat

163,100,000



1.001.20.09.30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum

Terselenggaranya Pameran
Pembangunan

100%
14,500,000

1.001.20.09.30.17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
Pandeglang 14,500,000

Jumlah Belanja Honorarium
Pengamanan Kegiatan

Kab. Pandeglang 6 Orang 3,500,000
Jumlah Belanja Dekorasi Kab. Pandeglang 1 Paket 3,000,000
Jumlah Belanja Bahan/Produk
Pameran

Kab. Pandeglang
1 Paket

4,000,000
Jumlah Belanja Sewa Stand Kab. Pandeglang 1 Keg 4,000,000

Pandeglang, ………………………………………….2013

Mengetahui;
Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang

JUMLAH

Drs. H. KURNIA SM, SE.Ak, M.Si
NIP. 197102021990031004













FORMULIR

2.2.1

Urusan Pemerintahan:
Organisasi :
Program :
Kegiatan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :

Target Kinerja
Capaian Program 100%
Masukan 93,440,000Rp
Keluaran 9 Kasus
Hasil 90%

Jumlah
6

5 2 BELANJA LANGSUNG 93,440,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 87,390,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 87,390,000
5 2 1 01 01 Honorarium Pengelola Kegiatan 20,790,000

-  Pengguna Anggaran 3,150,000
-  Pejabat Pembuat Komitmen 2,700,000
-  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2,475,000
-  Pejabat Penatausahaan Keuangan 2,250,000
-  Bendahara 2,115,000
-  Pelaksana Teknis (5 Orang) 8,100,000

5 2 1 01 07 Honorarium Insentif/Pegawai PNS 66,600,000
Tim  Penanganan Kasus 54,900,000
- Penanggungjawab/Pengendali Mutu 11,250,000
- Ketua Tim 10,350,000

275,000.00
250,000.00
235,000.00
180,000.00

9 Keg 1,250,000.00

ob
ob
ob
ob

9
9
9
45

1,150,000.00

9 ob 300,000.00

9 Keg
9 Keg 1,000,000.00

No Uraian Volume Satuan Harga Satuan

9 ob 350,000.00

Jumlah Dana
Terlaksananya pemeriksaan terhadap kebenaran informasi atas pengaduan kasus
Adanya LHP atas pengaduan masyarakat / kasus

1 2 3 4 5

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Pandeglang
APBD KABUPATEN PANDEGLANG 2014

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja

Meningkatnya Kinerja SKPD

1.20.1.20.09.20  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
1.20.1.20.09.20.02  Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

KABUPATEN PANDEGLANG
Tahun Anggaran 2014

1.20  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20.1.20.09 Inspektorat

RKA - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20 07 20 02 5 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA - SKPD

- Ketua Tim 10,350,000
- Anggota Tim Muda ( 1 Orang) 9,000,000
- Anggota Tim Pertama ( 3 Orang) 24,300,000
Tim Pembahas Draft LHP 11,700,000
- Ketua ( 1 ) 2,700,000
- Anggota( 4 ) 9,000,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6,050,000
5 2 2 06 1,050,000
5 2 2 06 03 540,000

-  Belanja Penggandaan 540,000
5 2 2 06 02 Belanja Fotocopy 510,000

-  Belanja Fotocopy 510,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5,000,000
5 2 2 15 01 5,000,000

93,440,000

TANDA TANGAN
Triwulan I : -Rp
Triwulan II : -Rp
Triwulan III : -Rp
Triwulan IV : -Rp

Jumlah -Rp

9
36

Keg
Keg

300,000.00
250,000.00

27 Keg

1,150,000.00

900,000.00

9 Keg
9 Keg 1,000,000.00

Lembar

Jumlah Belanja Langsung
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 5,000,000

1503400

Belanja Penggandaan
27 buku 20,000

Belanja  Penggandaan

Pandeglang,                           2013
Mengesahkan :

Kepala Dinas Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Asset

Inspektur
Kabupaten Pandeglang

……………………………………… Drs. H KURNIA SM, SE, Ak, M.Si
NIP.                            . NIP. 197102021990031004

Rencana Penarikan Per Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA NIP JABATAN

Drs.H. Dodo Juanda 010 081 020 Anggota Tim TAPD
H. Agus Priyadi M. S.Sos 010 127 785 Anggota Tim TAPD
Drs. Ramadani 010 221 869 Anggota Tim TAPD

H. Tatang M, SE.MM 480 109 349 Anggota Tim TAPD

H. Utuy Setiadi, SH. MM 050 055 154 Anggota Tim TAPD
Drs. Bambang Y.T, MM 480 099 213 Anggota Tim TAPD
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